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Abstrak
 

Disertasi ini mengkaji secara sosiologis proses perubahan desa dan pemerintahan desa di Kabupaten Sambas

Propinsi Kalimantan Barat yang terjadi akibat diberlakukannya UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa.

Upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru, yang bersifat sentralistis dan top down

oriented, memerlukan tatanan birokrasi dan kelembagaan sampai tingkat paling bawah yaitu desa. Dengan

tatanan birokrasi dan kelembagaan sampai di tingkat desa maka pembangunan dapat direncanakan

dikendalikan secara nasional. Untuk keperluan itu maka selama kurun waktu 25 tahun, yaitu kurun waktu

Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama, di seluruh desa di Indonesia telah dibentuk dan

dikembangkan sejumlah lembaga dan organisasi baru yang diharapkan mampu menjadi agent of

development bagi masyarakat desa. Di samping pembentukan dan pengembangan berbagai lembaga baru

yang berkaitan dengan pembangunan sektoral, Pemerintah Orde Baru berpendapat bahwa desa dan

pemerintahan desa sebagai lembaga utama (basic institution) di pedesaan perlu diganti dengan bentuk dan

sistem baru yang seragam untuk seluruh Indonesia. sistem Pemerintahan baru yang akan menggantikan

sistem pemerintahan desa lama dituangkan dalam UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa yang berlaku

pada tanggal 1 Desember 1979. Kalau berlakunya suatu undang-undang sebagai bagian dari hukum cukup

melalui pemuatan dalam Lembaran Negara dan pengumuman melalui media masa, maka substansi sebuah

undang-undang, sebagai institusi sosial atau lembaga sosial keberlakuannya memerlukan proses yang

panjang yaitu proses pelembagaan. Proses inilah yang menjadi masalah pokok dalam disertasi ini, yaitu

bagaimana pemerintah desa sebagai lembaga sosial (social institution) modern dan kompleks ditanamkan

pada sistem sosial desa yang tradisional dan sederhana. Dari segi pemerintah bagaimana melembagakan

pemerintahan desa dan dari segi masyarakat bagaimana desa mengadopsi lembaga baru tersebut menjadi

bagian dari sistem sosialnya.

Puluhan ribu jumlah desa di Indonesia dengan keanekaragaman struktur wilayah serta sistem

pemerintahannya menyebabkan proses pelembagaan pemerintah desa tidak sama. Bagi pemerintahan desa di

Pulau Jawa dan Madura, yang sistemnya tidak berbeda prinsip dengan sistem yang terdapat dalam UU No.

5/1979, proses pelembagaan desa baru dan pemerintahannya tidak banyak menghadapi kesulitan. Di

samping itu, tersedianya sumber daya manusia yang memadai sebagai pendukungnya, turut memberi saham

dalam percepatan proses pelembagaan. Di luar pulau Jawa dan Madura, di mana sistem pemeritahan desa

berdasarkan UU No. 5/1979 merupakan sistem yang berbeda dengan sistem pemerintahan desa lama,

berbagai hambatan dan kendala muncul dalam proses pelembagaannya.

Studi ini mengkaji pelembagaan pemerintahan desa berdasarkan data empirik Kabupaten Sambas, Propinsi

Kalimantan Barat. Data dikumpulkan melalui serangkaian wawancara yang tidak terstruktur, baik secara

pribadi maupun kelompok terhadap sejumlah informan. Informan terdiri dari pejabat pemerintah, baik pusat

maupun daerah, mantan kepala kampung, kepala desa dan perangkatnya, tokoh masyarakat dan warga

masyarakat biasa. Di samping data primer digunakan pula data sekunder yang berupa dokumen-dokumen
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dan laporan penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan makna berbagai phenomena

yang terjadi di desa Kabupaten Sambas. Perubahan pemerintahan desa akan dilihat dalam keutuhan sistem

sosial melalui penelusuran gejala-gejala empirik yang dianalisis dan dijelaskan dalam kaitan dengan

berbagai kegiatan dan penomena pembangunan.

Dari penelitian di desa di Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat ditemukan bahwa :

- Tingkat keterbukaan masyarakat terhadap pengaruh luar berpengaruh terhadap tingkat terlembaganya

pemerintahan desa. Desa pantai yang lebih terbuka terhadap pengaruh luar lebih cepat mengadopsi

pemerintahan desa baru dibadingkan dengan desa lainnya.

- Derajat hubungan antara lembaga adat dan lembaga pemerintahan yang terdapat dalam sistem desa lama

atau sistem pemerintahan kampung merupakan pula faktor yang berpengaruh terhadap proses pelembagaan

pemerintahan desa. Pada desa di mana lembaga adat menyatu dengan lembaga pemerintahan desa, maka

pelembagaan lebih sulit terjadi. Desa masyarakat Dayak, di mana hampir tidak ada pemisahan antara

lembaga adat dan pemerintahan, pelembagaannya mengalami hambatan.

- Desa di dekat kota atau desa yang terjangkau oleh lembaga pendidikan lebih mudah mengadopsi

pemerintahan desa baru. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga modern memerlukan basis sosial masyarakat

dengan tingkat pendidikan atau tingkat pengetahuan tertentu.

- Keberadaan pemerintahan desa baru kurang mendapat dukungan atau legitimasi dari masyarakat karena

pemerintah desa dan perangkat desa yang menjadi bagian dari birokrasi nasional maka cenderung

berorientasi pada pemerintah atasan.

- Beban tugas dan tanggung jawab pemerintah desa yang melebihi kemampuannya, baik kemampuan

sumber daya mausia maupun kemampuan dana, menyebabkan pemerintahan desa sulit menjalankan

fungsinya. Pada saat ini desa di Kalimantan Barat pada umumnya telah kehilangan sumber penghasilannya

yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan desa dan pemerintahan-nya. Berbagai undang-undang dan

peraturan telah meniadakan hak ulayat yang menjadi sumber hak desa dalam memperoleh berbagai

penghasilan yang memungkinkan pemerintahan desa menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

- Pelembagaan pemerintahan desa di Kabupaten Sambas Baru pada tingkat dikenal dan diakui

keberadaannya, dan sedang dalam proses untuk menjadi bagian dari sistem sosialnya. Namun untuk

sebagian terbesar desa-desa, terutama di daerah pedalaman, pemerintahan desa masih berada pada tahap

awal pelembagaan, yaitu baru dalam proses dikenalkan.

- Hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang diberikan oleh UU No. 5/1979 kepada desa sulit

dapat diwujudkan karena kurangnya sumber daya yang dimiliki desa dan banyaknya campur tangan instansi

pemerintahan atasan terhadap desa.


